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PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMK BERSTATUS NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAM KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

venimbang ! a.

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,
pemerintah dan pemerintah daerah; .

bahwa dalam rangka mengantisipasl berbagai tantangan yang
dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus
dilakukan adalah penylapan sumber daya manusia yang handal

" melalul pemberdayaan Sekolah Menengah di masing-masing

e.

Mengingat s o

wilayah yang akan dimulal dengan penataan bidang dan program
keghllan;

bahwa konsep penataan bidang dan program keahllan

‘sebagaimana dimaksud pada huruf b dl atas, harus dipahaml oleh ~

seluruh Dinas/Instans! terkait untuk mendapatkan bidang dan
program  keahlian  yang sesual dengan  kebutuhan

“masyarekat/wilayah, reglonal dan nasional;

bahwa dalam rangka pemeratzan’ pendlidikan, serta untuk
meninghatkan kesempatan belajar bagl masyarakat sehingga
tujuan pendidikan dapat meiicapal hasii optimat; maka dipandang
periu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMK berstatus: negeri
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang; |

balwa pembentukan sekolah baru (SMK) berstatus negeri

- dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2000 tentang ' Pembentukan
Propins| Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, -
Tambahian Lembaran Negara Nomor 4010);




vy

-

. Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2003 tentang Sistem Pendidikan '

Naslonal (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

‘Undang-Undang Nomor 5'2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tzhun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana telah diubah untuk

. kedua kallnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

i (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran: Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3412) sebagalimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara.
Tahuh 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara. Nomor
3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambah‘a‘n
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan®
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Megara
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3764); ‘

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan (Lémbaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3974);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Naslonal Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lemparan Negara Nomor 4496);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008
~ tentang A Pembentukan, Susunan Organisasl dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran D
Tahun 2008 Nomor 6); i B



1emperhatikan:' Hasll pemetaan dan Inventarisasi persekolahan Kabupaten
' pandegiang Tahun 2008 / 2009;

MEMUTUSKAN :

fenetapkan DERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN
- PN PENETAPAN SEKOLAH BARY SMK BERSTATUS NEGERI
Dr  LINGKUNGAN DINAS SENDIDIKAN  KABUPATEN

PANDEGLANG. |
BAB I !
KETENTUAN uUMUM
pasal 1

Salam Peraturan Bupatl Inl yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten pandeglang;

2. Bupatiadalah Bupatl pandeglang;’ :

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang;

4, pendidikan Menengah adalah pendidikan umur dan kejuruah yang lamanyd 3 (tiga)
tahun, yang diselenggarakan selama 3 .(t\ga) tmhun dl sekolah menengah umum;
kejuruan atau pendidikan yang sederajat;

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang untuk' selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk
:(satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan 3
tiga) tahun.

BAB II
PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEKOLAH BARU SMK
pasal 2 '

Dengan Peraturan Bupatl Inl dibentuk dan ditetapkan 1 (satu) Sekolah Baru SMK berstatus
egerl dl lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang sebagaimana tercantum
datam lamplran paraturan Bupat! Inl.

pasal 3

pembentukan dan penetapan 1 (satu) Unit Sekc!éh SMK sebagaimana dlmak;ud dalam

pasal 1 didasarkan atas hasll pemetaan dan |
pandeglang. pe . ventarisasl persekolahan Kabupaten

BAB III
~ PEMBIAYAAN

pPasal 4

" cegala blaya yang timbul akibat ditetapkann
ya Peraturan Bu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten PandegI::gﬂ. Int:aibepankan kepac
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" Diundangkan di Pandeglang

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bup,ati'lnl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. setiap orang mengetahulnya, memerintahkan Pengundahgan Peraturan Bupati inl
dengan penefpatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 2 Februari 2029

pada tanggal 2 Februari 2009
ODAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

BERTTA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG iy
TAHUN 2009 NOMOR 3 -




- Lamplran . .
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor

1 3 TAHUN 2009
Tanggal : -2 Februari 2009

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMK BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
3 KABUPATEN PANDEGLANG

NO NAMA USB SMK KECAMATAN JUMLAH MURID JUMLAH GURU
[ KELAS I KELAS 1I KELAS T1I TETAP TIDAK TETAP
SMK B Pandeglang Mandalawangi 90 38 - - 25




